PUTUSAN-PUTUSAN PENTING
(LANDMARK DECISIONS)

PIDANA

Nomor 209 K/PID/2016

209 K/PID/2016

Sarikin Bin sudirjo

Nomor Perkara

Nama Terdakwa

Jenis Perkara Tindak Pidana Pencurian

Majelis Hakim : 1. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. (Ketua Majelis)
2. Dr.Sofyan Sitompul, SH., MH. (Hakim Anggota)
3. Sri Murwahyuni, SH.,MH. (Hakim Anggota)

Panitera Pengganti

R. Heru Wibowo Sukaten, SH., MH.

Klasifikasi

Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana

Kaidah Hukum

Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum tindak pidana pencurian karena ternyata setelah
dilakukan pembagian harta bersama selama proses pemeriksaan perkara berlangsung
bahwa benda yang dicuri menjadi milik Terdakwa untuk seluruhnya.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa Sarikin Bin Sudirjo telah didakwa,
dengan dakwaan Primer melakukan perbuatan
pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan
dalam dakwaan Subsider diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, karena pada
tanggal 23 Februari 2015 telah mengambil sepeda
motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi
R-2352 CA dari belakang rumah Miswati, di Desa
Karang Salam Rt.02/Rw.02 Kec. Baturaden, Kab.
Banyumas, dengan caraterlebih dahulu mengambil
kunci kontak dari atas lemari bivet di ruang keluarga
Miswati (saksi pelapor/pengadu).

Selama proses persidangan perkara tindak pidana
tersebut dan sebelum Terdakwa divonis, Terdakwa
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan
pembagian harta bersama terhadap Miswati (saksi
pelapor), pada Pengadilan Agama Purwokerto
dengan Register PerkaraNomor 2634/Pdt.G/2015/
PA.PWT,tanggal 13 Nopember 2015. Dari hasil
Mediasi terdapat kesepakatan yang dituangkan

dalam Perjanjian Perdamaian dan disahkan
dalam Acta van Dading tanggal 4 Desember
2015 bahwa harta bersama berupa 1(satu) unit
sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor
Pol. R-2352-CA tahun pembuatan 2010 Noka:
MH1JF4113AK0109989 Nosin: JF41E-1011003
menjadi milik Terdakwa.

Pengadilan Negeri Purwokerto dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun
Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur
dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum
yaitu Pasal 362 KUHPidana, namun berdasarkan
fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,
majelis hakim perlu mempertimbangkan adanya
hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa
dengan saksi Miswati, dimana hubungan antara
Terdakwa dengan Miswati adalah pernah terjadi
hubungan perkawinan namun keduanya sudah
bercerai. Perceraian antara Terdakwa dengan saksi
Miswati terjadi pada tanggal 17 November 2014,
sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2214/AC/2014/
PA/Msy/Pwt.
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Pengadilan Negeri Purwokerto telah melepaskan
Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan
pertimbangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi
Miswati sebelumnya ada hubungan keperdataan
ikatan suamiisteri, kemudian bercerai pada tanggal
17 November 2014 sesuai dengan Akta Cerai
Nomor 2214/AC/2014/PA/Msy/Pwt. Selama
dalam Perkawinan diperoleh harta Bersama
berupa 1) Sebidang tanah dan sebuah rumah di
Desa Karang Salam Rt.02/Rw.02 Kec. Baturaden,
Kab. Banyumas. 2) 1(satu) unit sepeda motor
jenis Honda Beat Nomor Pol R-2352-CA tahun
2010. Terdakwa telah melakukan perbuatannya
mengambil sepeda motor tanpa setahu saksi
Miswati dengan maksud untuk dimiliki dalam
keadaan harta belum dibagi, tetapi kemudian pada
tanggal 13 November 2015 Terdakwa melalui kuasa
hukumnya telah mengajukan gugatan pembagian
harta bersama tersebut ke Pengadilan Agama
Purwokerto dengan Nomor Register Perkara 2634/
Pdt.G/2015/PA.Pwt. Dan selanjutnya sesuai dengan
hasil mediasi terhadap perkara gugatan pembagian
harta bersama tersebut, telah dicapai kesepakatan
yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian (Acta
van Dading) tentang Pembagian harta bersama
tertanggal 4 Desember 2015 bahwa kepemilikan
1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna
hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun pembuatan
2010 Noka : MH1JF4113AK0109989 Nosin:
JF41E-1011003 menjadi milik Sarikin bin Sudirjo
(Terdakwa).

Majelis berpendapat meskipun Terdakwa telah
terbukti memenuhi unsur-unsur dalam pasal
yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu
Pasal 362 KUHPidana, namun dalam perkara ini
ada perselisihan keperdataan diantara Terdakwa
dengan saksi Miswati, yaitu mengenai pembagian
harta Bersama, termasuk kepemilikan motor Honda
Beat warna hitam Nomor Pol. R-2352-CA tahun
pembuatan 2010 Noka: MH1JF4113AK0109989
Nosin: JF41E-1011003 oleh karenanya Terdakwa
haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum.
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Dakwaan
Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana,
Subsider : Pasal 362 KUHPidana,

Tuntutan

B.

Menyatakan Terdakwa Sarikin bin Sudirjo terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH.Pidana
dakwaan Subsidair.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sarikin bin
Sudirjo dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun
10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa
berada dalam tahanan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam
tahanan;

...dst.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Puwokerto Nomor 143/
Pid.B/2015/Pwt

Menyatakan Terdakwa SARIKIN Bin SUDIRJO
tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan
yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak
pidana;

Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala
Tuntutan Hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung

Bahwa Judex facti tidak salah menerapkan hukum,
karena telah mempertimbangkan hal-hal yang
relevansecarayuridis dengan benar. Terdakwatelah
mengambil sepeda motor Nomor Pol. R-2352-CA
milik saksi Miswati, padahal sepeda motor tersebut
dalam perkara gugatan pembagian harta bersama
Nomor 2634/Pdt.G/2015/PA.Pwt disepakati
milik Sarikin bin Sudirjo yaitu Terdakwa. Dengan
demikian, perbuatan Terdakwa bukan merupakan
tindak pidana.

Bahwa penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak
dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat



D. Amar Putusan Mahkamah AgungRI
Menolak permohonan Kasasi: Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi
hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya -
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya.

QOO OSODGOOOOOOOBOOEOOH OO OGO OGO O OGO OO OGO OGO OO OO OO

PIDANA KHUSUS

Nomor 2650 K/Pid.Sus/2018

Nomor Perkara 2650 K/Pid.Sus/2018
Nama Terdakwa Denny Achmad Gunadi
Jenis Perkara Tindak Pidana Perpajakan

1. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Ketua Majelis)
2. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)
3. Dr.H.Eddy Army, S.H., M.H. (Hakim Anggota)

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Pidana pengganti denda dalam tindak pidana perpajakan

Maijelis Hakim

Panitera Pengganti
Klasifikasi
Kaidah Hukum

Perampasan harta benda terpidana tindak pidana perpajakan dapat dilakukan apabila terpidana
tidak membayar pidana denda jika harta tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana kurungan secara

proporsional.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Pada awalnya, Terdakwa mendapat pesanan Faktur
Pajak dari saksi Ratih Andriyanti. Selanjutnya
Terdakwa menghubungi saksi Waty Trismaja Asih
untuk mendapatkan Faktur Pajak sebagaimana yang
dipesan, dan oleh saksi Waty Trismaja Asih meneruskan
pemesanan kepada saksi Osie Fanina alias Fani yang
selanjutnya meneruskan pesanannya kepada saksi
Abdul Cholid alias Tengku, yaitu orang yang menerbitkan
Faktur Pajak sesuai yang dipesan saksi Ratih Andriyanti.
Pemesanan Faktur Pajak dilakukan oleh Terdakwa
tersebut melaluitelepon,dimanadata-datanamabarang,
kuantitas, identitas pembeli/pengguna dan nilai PPN
yang akan dicantumkan di Faktur Pajak disampaikan
pada saat pemesanan tersebut. Selanjutnya, Terdakwa
menerima Faktur Pajak yang dipesannya kepada saksi
Waty Trismaja Asih secara langsung dengan cara

bertemu langsung. Kemudian, Terdakwa menyerahkan
Faktur Pajak kepada saksi Ratih Andriyanti dengan
cara dikirim menggunakan perusahaan jasa titipan
kilat. Penerimaan pembayaran atas penjualan Faktur
Pajak kepada saksi Ratih Andriyanti diterima Terdakwa
dengan cara transfer.

Dakwaan

Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar Pasal
39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan juncto Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimanatelah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
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seratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda
1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kurungan selama 4 (empat) bulan;
melakukan tindak pidana perpajakanyangdilakukan 3. Dst...
secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam
Pasal 39 A huruf ajuncto Pasal 43 Ayat (1) Undang- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 161/PID.
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan SUS/2018/PT.BDG tanggal 20 Juli 2018
Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Undang- 1. Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi

Tuntutan

undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 Ayat
(1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Denny
Achmad Gunadi berupa pidana penjara selama 3
(tiga) tahun dikurangkan Terdakwa dalam masa
penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan dalam rumah tahanan;

Menjatuhkan pidana denda 2 XRp3.03.992.050,00
= Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh
lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu
seratus rupiah) jika Terdakwa tidak membayar
denda tersebut paling lama waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta
benda Terpidana disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk membayar denda dimaksud;

Dst...

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan
faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai
perbuatan berlanjut”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2
(dua) tahun 1 (satu) bulan dan pidana denda 2 X
Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam
miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan
puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Dst...

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa judex facti telah mempertimbangkan fakta
hukumyangrelevansecarayuridis dengantepatdan
benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap
di muka sidang. Selanjutnya, perbuatan Terdakwa
telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan

B. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/
Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018

dalam Pasal 39 A huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto
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Menyatakan Terdakwa Denny Achmad Gunadi
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan
faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang
sebenarnya yang dilakukan beberapa kali sebagai
perbuatan berlanjut”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut
di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda 2 X Rp3.037.992.050,00
= Rp6.075.984.100,00 (enam miliar tujuh puluh
lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Bahwademikian pulaputusanjudexfacti/Pengadilan
Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara
yang dijatuhkan judex facti/Pengadilan Negeri
kepada Terdakwa menjadi selama 2 (dua) tahun
dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar 2
X Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00,



tidak melampaui kewenangannya dan telah
mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang
memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197
Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa namun demikian putusan judex facti yang
menjatuhkan pidana pengganti berupa pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki
dengan pertimbangan karena penjatuhan
pidana pengganti denda sedemikian rupa itu
tidak mendukung pengembalian kerugian pada
pendapatan Negara yang diakibatkan oleh
perbuatan Terdakwa, sehingga harus ada upaya
paksaterlebihdahuludimanahartabenda Terpidana
dapat disita dan dilelang untuk menutupi denda
tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai
harta yang mencukupi untuk membayar denda
tersebut barulah diganti dengan pidana kurungan.

Amar Putusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota
Bandung tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa
Barat di Bandung Nomor 161/PID.SUS/ 2018/
PT.BDG tanggal 20 Juli 2018 yang memperbaiki
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 156/
Pid.B/2018/PN Bdg tanggal 24 April 2018 tersebut
mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan
1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 2 X
Rp3.037.992.050,00 = Rp6.075.984.100,00 (enam
miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan
puluh empat ribu seratus rupiah) dengan ketentuan
jika Terpidana tidak membayar denda tersebut
paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum
tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa
dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan
dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang
mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)
bulan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
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PERDATA

Nomor 340 PK/Pdt/2020
Nomor Perkara : 340 PK/Pdt/2020
Para Pihak : DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI,

yang diwakili oleh Iswan Elmi, Ak., M.S.Acc., selaku Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: Syaifudin Tagamal, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
BPKP, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei
2019;

Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi |l/Terbanding I1/Tergugat I1;

Lawan:

INDAR ATMANTO, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Raya, Nomor 46, RT.009, RW.008, Kelurahan
Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan “Suka Miskin”
Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Stefanus Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para
Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (“AKHH”"), beralamat di The Convergence
Indonesia,Lt. 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

PT INDOSAT MEGA MEDIA, diwakili oleh Yune Marketatmo, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan
Kebagusan Raya Nomor 36, Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stefanus
Harjanto, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto &
Hermanto (‘AKHH”), beralamat di The Convergence Indonesia,Lt. 19, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan
H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019;
Para Termohon Pinjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Penggugat;

dan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA., berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jalan
Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017;

PT INDOSAT TBK, diwakili oleh Arief Musta'in, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Barat Nomor 21, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilang Hermawan, S.H., dan kawan-
kawan, Para Karyawan Perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Il dan Turut Termohon Kasasi/Terbanding | dan
Turut Terbanding/Tergugat | dan Turut Tergugat;

Jenis Perkara : Perbuatan Melawan Hukum.

Majelis Hakim : 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M (Ketua Majelis)
2. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H., M.H. (Hakim Anggota)

dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap saksi atau ahli pada peradilan perdata.

EE 3. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
= o
%E Panitera Pengganti : Edy Wibowo, S.H., M.H.
: Eé Klasiifikasi : Titik singgung putusan pidana korupsi dengan putusan PMH dalam lingkup perdata
= E.S
) g8 Kaidah Hukum : Keterangan saksi atau ahli yang telah menjadi dasar putusan hakim dalam perkara pidana tidak dapat
EE
£E

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa PENGGUGAT-I merupakan mantan Direktur di bidang penyediaan Jasa Akses Internet
Utama PENGGUGAT-II; (Internet Service Provider) atau disebut juga

- Bahwa PENGGUGAT-II adalah badan hukum sebagai Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, yang
yang menjalankan kegiatan usahanya selaku telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari
Penyelenggara Jasa Multimedia yang bergerak TERGUGAT-I;
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Bahwa dalam menyelenggarakan jasa
telekomunikasi khususnya Jasa Akses Internet
(internet service provider), secara teknis
PENGGUGAT-II tidaklah dapat berdiri sendiri
dan harus bekerjasama dengan Penyelenggara
Jaringan Telekomunikasi karena internet hanya
dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi;
Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk
menyelenggarakan jasa akses internet,
PENGGUGAT-II menjual USIM {Universal
Subscriber ldentity Module) milik TURUT
TERGUGAT atauyangdikenal juga dengan Sim Card
kepada para pelanggan PENGGUGAT-II;

Bahwa USIM {Universal Subscriber ldentity
Module) yang dijual oleh PENGGUGAT-II kepada
parapelanggan PENGGUGAT-II berasal dari TURUT
TERGUGAT, USIM {Universal Subscriber Identity
Module) yang diserahkan oleh TURUT TERGUGAT
kepada PENGGUGAT-II telah diprogram oleh
TURUT TERGUGAT untuk bekerjadijaringanyang
telah dibangunoleh TURUT TERGUGAT dan hanya
dapat mengakses internet;

Bahwa berdasarkan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh PENGGUGAT-II, maka secara
teknis, kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-
Il dalam menyediakan jasa telekomunikasi
merupakan kegiatan yang tunduk kepada Undang-
Undang Telekomunikasi, sehingga TERGUGAT-I
berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi
berwenang melakukan pembinaan, pengawasan,
pengaturan dan penetapan kebijakannya terhadap
kegiatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT-II;
Bahwa pada tahun 2012, Kejaksaan Agung
Republik Indonesia mulai melakukan penyidikan
terhadap kerjasama antara TURUT TERGUGAT
dan PENGGUGAT-II dimana pada saat itu
PENGGUGAT-I masih menjabat sebagai
Direktur Utama pada PENGGUGAT Il sehingga
PENGGUGAT-I dalam kapasitasnya selaku Direktur
Utama diperiksa dalam perkara tersebut;

Bahwa perkara tersebut di atas oleh Kejaksaan
kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat untuk dilakukan penuntutan dan dengan
mendasarkan pada hasil audit TERGUGAT-II
tentang adanya kerugian keuangan Negara tersebut
kemudian PARA PENGGUGAT dipersalahkan;
Bahwa PARA PENGGUGAT telah dipersalahkan
menggunakan frekuensi 2.1 GHz tanpa membayar
BHP frekuensi 2.1 GHz dan up front fee semata-
mata karena adanya kesalahan penafsiran
terhadap Pasal 9 Ayat (2) UU Telekomunikasi
dengan menafsirkan bahwa PENGGUGAT-II
selaku pihak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi
yang bekerjasama dengan Penyelenggara Jaringan
Telekomunikasi juga harus memiliki 1zin sebagai
Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, sehingga
PENGGUGAT-II kemudian memiliki kewajiban
untuk membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP)
Frekuensi 2.1 GHz kepada Pemerintah. Oleh
karenatidak dibayarkannya BHP Frekuensi 2.1 GHz
tersebut oleh PENGGUGAT-II kepada Pemerintah,
maka hal ini diartikan telah menyebabkan timbulnya
kerugian keuangan Negara;

Bahwa TERGUGAT-I selaku instansi yang
membidangi Telekomunikasi juga memiliki
tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap
telekomunikasi dl Indonesia dengan melaksanakan
fungsi penetapan kebijakan, pengaturan,
pengawasan, pengendalian serta bertanggung
jawab terhadap administrasi telekomunikasi di
Indonesia;

Bahwa dalam melakukan pembinaan telekomunikasi
khususnya terhadap PENGGUGAT-II, TERGUGAT-I
telah menagihkan biaya hak penyelenggaraan
jasa telekomunikasi sesuai dengan Kepmenhub
Nomor : 21 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri
Komunikasi Dan Informatika Nomor : 22/
PER/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan
Telekomunikasi. Dan atas tagihan dari TERGUGAT-I
tersebut, PENGGUGAT-II telah membayarkan
biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi;
Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima
Surat Pemberitahuan Pembayaran (“SPP”) yang
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dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi di bawah Kementerian Komunikasi
dan Informatika (TERGUGAT-I) yang merupakan
bukti penagihan atas adanya kewajiban pembayaran
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio (“BMP
Frekuensi Radio”), karena PENGGUGAT-II juga
sama sekali tidak pernah menerima SPP dari
Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi
(TERGUGAT-I) yang merupakan bukti penagihan
atas kewajiban pembayaran BHP Frekuensi Radio,
sehingga menunjukkan bahwa PENGGUGAT-II
tidak memiliki kewajiban untuk membayar BHP
Frekuensi Radio kepada Pemerintah;

Bahwa TERGUGAT-I juga telah menerbitkan
Surat Nomor 65/M.KOMINFO/02/2012 tanggal
24 Februari 2012, perihal kepastian hukum
atas kerjasama antara TURUT TERGUGAT dan
PENGGUGAT-II dimana dalam surat tersebut
TERGUGAT-I kembali menegaskan bahwa tidak
ada pelanggaran dalam kerjasama antara TURUT
TERGUGAT dan PENGGUGAT-II, selain itu
PENGGUGAT-II juga tidak mempunyai kewajiban
untuk membayar BHP frekuensi 2.1 GHz karena
PENGGUGAT-II tidak menggunakan spektrum
frekuensi radio sendiri untuk menyelenggarakan
jasa akses internet (Bukti P-30). Surat tersebut juga
diterbitkan dalam rangka melaksanakan kewajiban
pemerintah dalam melakukan pembinaan
telekomunikasi sebagaimana diamanatkan oleh
Pasal 4 ayat (2) UU Telekomunikasi;

Bahwa tindakan audit yang dilakukan TERGUGAT-
Il tersebut di atas sesungguhnya adalah kegiatan
Audit investigatif yang merupakan proses mencari,
menemukan dan mengumpulkan bukti secara
sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi
atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna
dilakukan tindakan hukum selanjutnya;

Bahwa TERGUGAT-H dalam menjalankan kegiatan
auditnya tersebut ternyata telah dilakukan dengan
mendasarkan pada objek/ dasar yang salah
sehingga menghasilkan suatu produk/ hasil yang
salah pula, dimana TERGUGAT-II menyatakan
adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara
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tersebut, akan tetapi dilain sisi TERGUGAT-I selaku
otoritas yang berwenang melakukan penagihan
pembayaran BMP frekuensi tidak pernah sekalipun
menagihkan bahkan tidak pernah memberitahukan
adanya kewajiban pembayaran BMP tersebut
kepada PARA PENGGUGAT dan telah menyatakan
tidak ada tunggakan atas kewajiban pembayaran
BMP frekuensi oleh TURUT TERGUGAT sehingga
terbukti bahwa TERGUGAT-II nyata- nyata telah
melakukan perbuatan melawan hukum yang
menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas
adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh TERGUGAT-II dalam melakukan audit sehingga
menghasilkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas
Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam
Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2.1 GHz/
Generasi 3G oleh PT.Indosat Tbk dan PT.Indosat
Mega Media (IM2) dengan kesimpulan telah
terjadi kerugian keuangan negara sebesar sebesar
Rpl.358.343.346.674 (satu triliun tiga ratus lima
puluh delapan milyar tigaratus empat puluhtigajuta
tigaratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh
puluh empat Rupiah) karena TERGUGAT-I sendirl
selaku otoritas dan legislator telah menyatakan
bahwa tidak ada tunggakan kewajiban pembayaran
BHP oleh TURUT TERGUGAT dalam kurun waktu
tersebut, sehingga dengan demikian Laporan
Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi
Radio 2.1 GHz/ Generasi 3G oleh PT.Indosat, Thk.
dan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang diterbitkan
oleh TERGUGAT-II tersebut harus dinyatakan tidak
sah dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;
Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana
diuraikan di atas, telah jelas bahwa TERGUGAT-I
dan TERGUGAT-II terbukti telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur
dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT-I
yang lalai dalam melaksanakan tugas pembinaan



dan pengawasan terhadap kegiatan usaha
PENGGUGAT-Ilyangdijalankanoleh PENGGUGAT-I
dalam kapasitas selaku Direktur Utama dan akibat
perbuatan TERGUGAT-II dalam melakukan audit
dan perhitungan terhadap Kerugian Keuangan
Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi
dalam penggunaan frekuensi Radio 2,1 GHz oleh
PENGGUGAT-IIl yang didasarkan pada objek yang
salah sehingga mengakibatkan PARA PENGGUGAT
yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan
yang dapat dikualifikasi merugikan keuangan
negara tersebut secara sewenang-wenang telah
dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi;
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh TERGUGAT-I dan TERGUGAT-II
tersebut mengakibatkan PENGGUGAT-I selaku
Direktur Utama PENGGUGAT-I| telah dirampas hak
kebebasannya dan saat ini terpaksa harus berada
dalam tahanan guna mempertanggungjawabkan
suatu perbuatan yang PENGGUGAT-I lakukan
dalam kapasitas selaku Direktur utama
PENGGUGAT-II yang telah menjalankan tugas
dan tanggungjawabnya sesuai anggaran dasar
perseroan;

Bahwa perbuatan TERGUGAT-I dan TERGUGAT-
Il tersebut di atas telah mengakibatkan PARA
PENGGUGAT menderita kerugian materiil sebesar
Rp1.358.343.346.674 (satu trilyun tiga ratus
lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh
tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam
ratus tujuh puluh empat Rupiah) dimana dalam
hal ini selain PENGGUGAT-I dijatuhi hukuman
pidana penjara, PENGGUGAT-II juga masih
harus membayar pidana tambahan sebesar nilai
tersebut, dan juga mengalami kerugian Immateriil
sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun
rupiah) yang disebabkan tercemarnya nama baik
PARA PENGGUGAT akibat permasalahan ini dan
beban moril yang hams ditanggung dan dihadapi
PENGGUGAT-I akibat permasalahan ini;

B. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 172/
Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat-Il yang menyatakan
gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat
diterima;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus
enam belas ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/

PDT/2017/PT.DKI

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Para
Pembanding semula Para Penggugat;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 172/Pdt.G/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal
22 Nopember 2016 ;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsidari Terbanding |, dan Terbanding
Il semula Tergugat | dan Tergugat Il;

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula
Para Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan sah perjanjian kerjasama akses
Internet Broadband melalui jaringan 3G/HSDPA
Nomor 225/E00-EAA/MKT/06 dan Nomor IM2
: 0996/DU/IMM/XI/06 tanggai 24 Nopember
2006 dengan amandemen | tanggal 4 Juni 2007,
amandemen Il tanggal 15 September 2008 dan
amandemen Il tanggal 9 Juli 2010;

- Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara dalam penggunaan
jaringan frekwensi Radio 2.1 GHZ/Generasi Tiga
yangditerbitkan oleh Terbanding Il semula Tergugat
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Il pada tanggal 31 Oktober 2012 dengan surat
pengantar Nomor SR-1024/Dé6/1/2012 tanggal
9 Nopember 2012 tidak dapat digunakan untuk
menilai tanggung jawab Para Pembanding semula
Para Penggugat dalam hubungannya dengan obyek
yang diperjanjikan antara Turut Terbanding semula
Turut Tergugat dengan Para Pembanding semula
Para Penggugat karena perjanjian kerjasama
antara kedua pihak tidak menyangkut penggunaan
frekwensi Radio 2,1 GHZ, sehingga kerugian yang
diperhitungkan dalam Audit tersebut tidak dapat
dibebankan kepada Para Pembanding semula Para
Penggugat;

Menghukum Turut Terbanding semula Turut
Tergugat untuk tunduk terhadap isi putusan ini;
Menghukum Para Terbanding semula Tergugat
| dan Tergugat Il untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);

pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.
Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli 2013
juncto Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 33/
PID/TPK/2013 tanggal 12 Desember 2013 juncto
Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 787 K/
Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014 juncto Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 77 PK/PID.SUS/2015
tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara tindak
pidana korupsi atas nama Terdakwa Indar Amanto/
Penggugat [;

Bahwa di dalam putusan-putusan perkara pidana
yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang
dapatdinilai atau ditimbang sebagai bukti surat yang
sangat kuat telah dinyatakan tentang perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh Penggugat
Il yang Direktur Utamanya adalah Penggugat |,
sehingga Penggugat | dijatuhi hukuman pidana.
Putusan-putusan tersebut pada pokoknya telah
membuktikan bahwa Penggugat | selaku Direktur

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1392 K/Pdt/2018
tanggal 24 Juli 2018

Utama Penggugat Il telah melanggar hukum
khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
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- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi: 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
C.Q. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIKINDONESIA, 2. DEPUTI
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi |, Il untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa putusan Judex Juris yang menolak kasasi
Tergugat Il dan putusan Judex Facti/Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta yang mengabulkan gugatan
Penggugat | dan Penggugat Il adalah putusan yang
keliru. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta yang kemudian dibenarkan oleh Judex
Juris/Majelis Kasasi dalam pertimbangannya
sama sekali tidak menyinggung putusan perkara
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2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio dan Orbit Satelit yaitu menggunakan
Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga
(3G) tanpaizin dan juga tanpa membayar biaya hak
penggunaan kepada negara, sehingga merugikan
keuangan negara;

Bahwa dalam ranah hukum perdata, kemudian
Penggugat | selaku Direktur Utama dari Penggugat
Il dan Penggugat Il telah menggugat Pemerintah
RI c.q. Kementerian Komunikasi dan Informatika/
Tergugat | dan Deputi Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang
Investigasi/ Tergugat II/Pemohon Peninjauan
Kembali sekarang atas dasar perbuatan melanggar
hukum (PMH) yaitu Tergugat | tidak melakukan
pembinaan terhadap Penggugat Il dan Tergugat
Il telah membuat dan menerbitkan Laporan Hasil
Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(LHPKKN) atas permintaan Kejaksaan Agung
dan kemudian LHPKKN itu dipergunakan dalam



pembuktian perkara pidana tersebut. Walaupun
ada atau tidaknya perbuatan melanggar hukum
dalam hukum perdata tidak selalu bergantung atas
putusan peradilan pidana, tetapi dalam perkara
ini jelas bahwa putusan-putusan perkara pidana
tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk menentukan apakah gugatan perdata
yang diajukan oleh Penggugat | dan Penggugat
Il terhadap Tergugat | dan Tergugat Il atas dasar
perbuatan melanggar hukum dapat dibenarkan
secara hukum;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan perdata
a quo membantah telah menggunakan Jaringan
Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) karena
dalam perjanjian kerjasama dengan Turut Tergugat
sama sekali tidak menyinggung atau menyebut
penggunaan jaringan itu, sehingga perbuatan
Tergugat |l yang telah menerbitkan LHPKKN
menurut Para Penggugat merupakan perbuatan
melanggar hukum secara perdata;

Bahwa untuk menentukan apakah LHPKKN dalam
penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1 GHz/
Generasi Tiga (3G) yang diterbitkan oleh Tergugat
Il padatanggal 31 Oktober 2012 yang diajukanoleh
jaksa penuntut umum sebagai bukti dalam perkara
pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.
Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst adalah kewenangan
mutlak dari Hakim Pidana pada Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, sehingga tidak dapat dinilai oleh
Hakim dari lingkungan peradilan lain termasuk
Hakim Perdata;

Bahwa LHPKKN dalam penggunaan Jaringan
Frekuensi Radio 2,1 GHz/Generasi Tiga (3G) yang
diterbitkanoleh Tergugat Il padatanggal 31 Oktober
2012 adalah atas permintaan penyidik kejaksaan,
sehingga setelah LHPKKN tersebut diserahkan
oleh Tergugat |l kepada penyidik kejaksaan, maka
selanjutnya merupakan kewenangan penyidik
untuk menggunakan atau tidak menggunakannya
dalam pembuktian di persidangan, sedangkan
kewenangan penilaian terakhir ada pada Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana korupsi tersebut;

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung
berpendapat bahwa dalil Para Penggugat dalam
gugatan tidak dapat dibenarkan karena fakta
tentang penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1
GHz/Generasi Tiga (3G) oleh Penggugat Il tanpaizin
sah dan tanpa membayar Biaya Hak Penggunaan
kepada negara telah dibuktikan secara materiil
melalui putusan perkara pidana Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
tanggal 8 Juli 2013 juncto Putusan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta Nomor 33/PID/TPK/2013 tanggal 12
Desember 2013 juncto Putusan kasasi Mahkamah
Agung Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli
2014 juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor
77 PK/PID.SUS/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
Tidak ada bukti dari Para Penggugat yang dapat
mematahkan kebenaran materiil dan keabsahan
dari putusan perkara pidana tersebut. Oleh
sebab itu, Penggugat | sebagai seorang Terpidana
berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan
hukum tetap tidak dapat dibenarkan menggugat
secara perdata pihak-pihak yang memberikan
keterangan lisan ataupun tertulis dalam perkara
pidana yang oleh Majelis Hakim perkara pidana
tersebut keterangan itu secara langsung atau
tidak langsung telah dipergunakan untuk menilai
atau mempertimbangkan kebenaran dakwaan
terkait perbuatan atau kesalahan Penggugat
|. Tentang tiadanya pembinaan dari Tergugat |
juga telah dibantah oleh Tergugat I. Lagipula,
setiap orang yang menjalankan usaha harus aktif
mempelajari, mengetahui atau mencari informasi
tentang peraturan perundang-undangan apa saja
yang mengatur kegiatan usahanya dan jikaia tidak
memenuhi perintah dari peraturan perundang-
undangan terkait tidak dapat menyalahkan pihak
lain atas apa yang telah atau tidak dilakukannya
perintah ketentuan peraturan perundang-
undangan;
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D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Mengadili Kembali:
Pemohon Peninjauan Kembali DEPUTI KEPALA Dalam Eksepsi:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN - Menolak Eksepsi Para Tergugat;
PEMBANGUNAN BIDANG INVESTIGASI tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor Dalam Pokok Perkara:
1392 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018 juncto - Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 325/ - Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali
PDT/2017/PT.DKIl tanggal 15 Agustus 2017 juncto untuk membayar biaya perkara dalam semua

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
172/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 22 November
2016;

tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan
kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima
ratus ribu rupiah);

OOBOOCOOOOOOOOOOBOOEOOHOOOOOOOBD OSBGOSO OO OO OO OO OO OO OO0

PERDATA KHUSUS
Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Nomor Perkara 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Para Pihak PT ORIX INDONESIA FINANCE, diwakili oleh Takehisa

Kaneda, selaku Direktur Utama/President Director, berkedudukan di Wisma Keiai, 24 Floor, Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 3, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat, berkantor di Sahid Sudirman Centre, 17t Floor, Suite C, Jalan Jenderal Sudirman
Nomor 86, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat;

Lawan

OCTOLIN H. HUTAGALUNG, S.H., M.H., Kurator yang memilih domisili di Kantor Kurator PT Tiara Utama
Laundry (dalam Pailit), beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Windra Ruben Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,
berkantor di Plaza Sentral, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 47, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Status Benda Objek Jaminan Fidusia dalam Kepailitan.

1.1 Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
2.Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.
3. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Jenis Perkara

Majelis Hakim

BAB YV
Penelitian dan Pengembangan Hukum

Panitera Pengganti
Kaidah Hukum

Dalam hal Pemberi Fidusia (Debitor/Lessee) dinyatakan pailit dan utang Pemberi Fidusia (Debitor/Lessee)
kepada Penerima Fidusia (Kreditor/Lessor) belum lunas, maka benda objek jaminan fidusia yang telah
terdaftar ke dalam Sertifikat Jaminan Fidusia bukan merupakan boedel pailit dan hak kepemilikannya tetap
berada pada Penerima Fidusia (Kreditor/Lessor).
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Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa pada tahun 2016, Penggugat/PT Orix
Indonesia Finance dan Tergugat/PT Tiara Utama
Laundry dengan Supplier telah mengikatkan diri
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dalam Perjanjian Jual Beli 10 (sepuluh) unit Mesin
Laundry dengan total harga Rp1.899.000.000,00
(satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan
juta rupiah) dengan cara PT Tiara Utama Laundry



membayar uang muka kepada Supplier sebesar
Rp573.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga
juta rupiah), sedangkan sebagian besar sisa harga
pembelian yaitu Rp1.326.000.000,00 (satu miliar
tiga ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayar oleh
Penggugat;

Bahwa atas pembayaran yang dilakukan oleh

Penggugat untuk pembelian 10 (sepuluh) unit mesin

tersebut, selanjutnya pada tanggal 26 April 2017,

Penggugat dan Tergugat/PT Tiara Utama Laundry

telah membuat dan menandatangani Perjanjian

Sewa Pembiayaan Investasi Nomor Kontrak

L17J00810E atas 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan

berupa:

a. 3 unit Diamond Washing Machine 450 LBS;

b. 3 unit Diamond Washing Machine 550 LBS;

c. 2unit Diamond Tumble Dryer SL 300T;

d. 1 unit Diamond Tumble Dryer Standard Size;
dan

e. 1unit Diamond Extractor Machine 300 LBS.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018,
Penggugat dan PT Tiara Utama Laundry telah
membuat dan mendatangani Akta Jaminan Fidusia
Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat di
hadapan Notaris Miryani Usman, S.H., dan telah
didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dan diterbitkan
Sertifikat Jaminan FidusiaNomor W11.01143290.
AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 2 Agustus 2018
atas benda objek jaminan Fidusia berupa 1 (satu)
unit Mobil Mercedez Benz E 20 AT 2003 dan 1
(satu) unit Nissan LivinaXR A/T 2011;

Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018, pada
saat utang PT Tiara Utama Laundry kepada
Penggugat belum lunas, PT Tiara Utama Laundry
telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt.
Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 November
2018, Penggugat mengirimkan surat Nomor 32/

Leg./X1/2018 kepada Tergugat/Kurator PT Tiara
Utama Laundry (dalam pailit) untuk melakukan
penarikan kembali barang sewa pembiayaan berupa
10 (sepuluh) unit mesin/peralatan.

Bahwa atas surat permohonan Pengggugat
untuk melakukan penarikan kembali barang
sewa pembiayaan tersebut, Tergugat telah
menjawabnya melalui surat Nomor VII/1/Pailit-93/
X1/2018 dengan menyatakan bahwa penarikan
kembali kembali Barang Sewa Pembiayaan hanya
dapat dilakukan dengan syarat Penggugat harus
melepaskan aset jaminan fidusia yang saat ini
dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Jaminan
Fidusia Nomor 49 tanggal 30 Juli 2018 juncto
Sertifikat Jaminan FidusiaNomor W11.01143290.
AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018;
Bahwaatastanggapan Tergugat tersebut, Penggugat
melalui surat Nomor 244/1/44.32/NRS-ANH/2019
tanggal 30 April 2019 menegaskan kembali
penolakannya dan tetap meminta melakukan
penarikan kembali barang sewa pembiayaan
berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan tanpa
syarat, akan tetapi atas surat terakhir Penggugat
tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan
apapun, hingga kemudian Penggugat mengajukan
gugatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2019
dengan petitum gugatan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat
yang beriktikad baik;

Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang
sah atas objek sewa pembiayaan yang disewakan
kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk
melakukan penarikan kembali atas objek sewa
pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara
Utama Laundry (dalam Pailit);

Menyatakan Penggugat merupakan pemegang
sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada
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Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290.
AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018
juncto Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30
Juli 2018;

6. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan
Kreditor Separatis yang telah memenuhi syarat
dan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang
Undang Kepailitan dan PKPU;

7. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta
mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

B. Putusan Pengadilan

1. PutusanPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-GLL/2019/PN
Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/
2018/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 10 Oktober 2019

Amar lengkapnya:

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat merupakan pemegang
sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada
Sertifikat Jaminan FidusiaNomor W11.011.43290.
AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018
juncto Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30
Juli2018;

3. Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan
Kreditor Separatis terhadap 1 (satu) unit mobil
Mercedes Benz E 240 AT tahun 2003 dan 1 (satu)
unit Nissan LivinaXR A/T tahun 2011, dengan nilai
penjaminan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak
dapat diterima;

Laporan Tahunan 2020
286 MaEkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu
rupiah);

Atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang hanya mengabulkan sebagian
gugatan Penggugat, tetapi tidak mengabulkan tuntutan
Penggugat perihal penarikan kembali barang sewa
pembiayaan berupa 10 (sepuluh) unit mesin/peralatan,
selanjutnya Penggugat telah mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung.

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 355 K/
Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 17 Maret 2020.

Amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
PT ORIX INDONESIA FINANCE, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar
biaya perkaradalam tingkat kasasi yang ditetapkan
sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap Putusan Kasasi yang menolak permohonan
kasasi tersebut, Penggugat kemudian mengajukan
Peninjauan Kembali.

C. Pertimbangan Majelis Hakim Agung
Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor 54 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon
Peninjauan Kembali/ Penggugat dengan PT Tiara
Utama Laundry (dalam Pailit) adalah perjanjian
leasing (perjanjian sewa pembiayaan), objek sewa
pembiayaan berupa:

a. 3unit Diamond Washing Machine 450 Lbs;
b. 3 unit Diamond Washing Machine 550 Lbs;
c.  2unit Diamond Tumble Dryer SL 300T;

d. 1unit Diamond Tumble Dryer Standard Size;



e. 1unit Diamond Extractor Machine 300 Lbs;
Bahwa karena hubungan hukum adalah antara
Lessee dengan Lessor dalam kerangka sewa guna
usaha/leasing maka hak milik atas barang objek
transaksi berada pada perusahaan pembiayaan ic
Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Bahwa dalam perkara a quo Debitor terbukti belum
melunasi objek leasing pada saat putusan pailit
diajukan, sehingga menjadi hak Kreditor untuk
menarik objek leasing dari Debitor Pailit, karena
objek leasing a quo bukan merupakan harta pailit/
budel pailit;

Bahwa kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali/
Penggugat selain sebagai Lessor, juga sebagai
Kreditor Separatis pemegang fidusia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka gugatan Penggugat harus dikabulkan
seluruhnya;

D. Amar Putusan Peninjauan Kembali
Mahkamah Agung Nomor 54 PK/Pdt.Sus-
Pailit/2020

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan
kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT
ORIXINDONESIA FINANCE tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor
355 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 17 Maret 2020;

MENGADILI KEMBALI:
Dalam Konvensi:

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat
yang beriktikad baik;

Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang
sah atas objek sewa pembiayaan yang disewakan
kepada PT Tiara Utama Laundry (dalam Pailit);
Menyatakan Penggugat memiliki hak untuk
melakukan penarikan kembali atas objek sewa
pembiayaan yang disewakan kepada PT Tiara
Utama Laundry (dalam Pailit);

Menyatakan Penggugat merupakan pemegang
sah jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan pada
Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.011.43290.
AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 2 Agustus 2018
juncto Akta Jaminan Fidusia Nomor 49 tanggal 30
Juli2018;

Menyatakan Penggugat secara hukum merupakan
Kreditor Separatis yang telah memenuhi syarat
dan ketentuan sebagaimana diatur pada Undang
Undang Kepailitan dan PKPU;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak
dapat diterima;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali,
yang pada pemeriksaan peninjauan kembali
ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
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PIDANA MILITER

Nomor 326 K/MIL/2018

Nomor Perkara Nomor 326 K/MIL/2018

Terdakwa Ruli Setya Budi

Jenis Perkara

Penganiayaan secara bersama-sama menyebabkan mati

Majelis Hakim

1. Dr. Burhan Dahlan, SH., MH. (Ketua Majelis)
2. Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH. (Hakim Anggota)
3. Hidayat Manao, SH, MH. (Hakim Anggota)

Panitera Pengganti Sri Indah Rahmawati, SH.

Klasifikasi Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan dan dengan cara lain
menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati.
Kaidah Hukum Pengertian unsur “dalam dinas” militer berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi militer

dimaknai lebih luas dari lingkup pelaksanaan tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan).

A. Ringkasan Kasus Posisi

Terdakwa Pratu Ruli Setya Budi dengan jabatan Ta
Raipur B pada Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
bersama-sama dengan anggota militer lainnya telah
melakukan pemukulan terhadap bawahannya korban
almarhum Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pada
pukul 17.00 Wib . Dan telah diadili di Pengadilan Militer
11-09 Bandung dalam dakwaan Pertama sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (3)
KUHPM junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau
Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (3) junto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
Selanjutnya Terdakwa dituntut oleh Oditur Militer 11-08
Bandung terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“ Penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan
secarabersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam
pidanadalam pasal 351 Ayat (3) juncto Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP. Dan memohon menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 1(satu)
tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa
dalam tahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat
dari dinas militer Cq TNI AD.

Kemudian oleh Pengadilan Militer [1-09 Bandung dalam
putusan tanggal 12 Juli 2018 menyatakan Terdakwa
Ruli Setya Budi, Pratu NRP 31100036661189, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
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pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati
yang dilakukan secara Bersama-sama” dan memidana
Terdakwa oleh karenaitu dengan pidana penjara selama:
1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menetapkan
selama waktu terdakwa berada dalam tahanan
sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

Terhadap putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung
tersebut oleh Oditur Militer menyatakan banding,
dan kemudian oleh Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta
membatalkan putusan Pengadilan Militer [I-09 Bandung
Nomor 51-K/PM [I-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli2018
dan mengadili sendiri : Menyatakan Ruli Setya Budi,
Pratu NRP 31100036661189, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
Penganiayaan terhadap seorang bawahan dilakukan
secara bersama-sama yang mengakibatkan mati” dan
memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama : 1 (satu) tahun dan 1(satu) bulan,
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan. Dan Pidana tambahan dipecat dari Militer.
Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi
tersebut, oleh Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi, dengan alasan Terdakwa melakukan pemukulan-
pemukulan kepada korban Prada Agus Ludi Wartono



kurang lebih pada pukul 17.00 Wib tidak masuk dalam
pengertian “ dalam dinas” karena sudah selesaijam dinas
dan karenanya penjatuhan pidana tambahan pemecatan
kepada Terdakwa dipandang terlalu berat.

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor 51-K/

PM 11-09/AD/IV/2018

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ruli
Setya Budi, Pratu, NRP 31100036661189, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana: “ Penganiayaan yang mengakibatkan
mati yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karenaitu dengan Pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selamawaktu Terdakwa berada dalam
tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-Barang:

1 (satu) buah potongan sapu ijuk.

1 (satu) buah jerigen warna putih.

1 (satu) buah selang warna putih bening merk

“Super Falcon”.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

- 5(lima) lembar foto copy Visum Et Revertum
Nomor: 190/Vis/RSU /VI111/2017 tanggal 9
September 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa
sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan

Putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor
51-K/BDG/PMT-II/AD/VI11/2018

Mengadili

1. Menerimasecaraformal permohonan banding yang
diajukan oleh Oditur Militer Sahat M. Nasution S.H.
Mayor Chk NRP 2910097361171.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer 11-09
Bandung Nomor : 51-K/PM 11-09/AD/I1V/2018
tanggal 12 Juli 2018.

Mengadili Sendiri

Menyatakan:

1. Terdakwa Ruli Setya Budi Pratu NRP
31100036661189 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana: “Penganiayaan terhadap seorang
bawahan dilakukan secara bersama-sama yang
mengakibatkan mati”.

2. Memidana Terdakwa oleh karenaitu dengan Pidana
pokok:

a. Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu)
bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa
berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

a. Barang-barang:

- 1(satu) buah potongan sapu ijuk.

- 1(satu) buah jerigen warna putih.

- 1(satu) buah selang warna putih bening merk
“Super Falcon”.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat:

- 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et
Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/
Vis/RSU/ VII1/2017 tanggal 09 September
2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur,
ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.
Fahmi Arief Hakim, SpF,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara
pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan
salinan putusan ini beserta berkas perkaranya
kepada Pengadilan Militer 11-09 Bandung.
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C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa Judex Facti in casu Pengadilan Militer
Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam
mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai
fakta-fakta hukum di persidangan dan menyatakan
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja
memukul seorang bawahan dan dengan cara lain
menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama
yang mengakibatkan mati” sebagaimana Dakwaan
Alternatif Pertama melanggar Pasal 131 Ayat (1)
juncto Ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP.

Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa
yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa
melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban
Prada Agus Ludi Wartono kurang lebih pukul 17.00
Wib tidak termasuk dalam pengertian “dalam dinas”
karena sudah selesai jam dinas yang berlaku mulai
pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib
tidak dapat dibenarkan, karena yang dimaksud jam
dinas berlaku mulai pukul 07.00 Wib sampai dengan
Pukul 15.00 adalah dalam lingkup pelaksanaan
tugas administrasi perkantoran (ketatausahaan)
seperti antara lain pengagendaan surat-surat
masuk dan surat-surat keluar.

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan
pemukulan-pemukulan kepada korban Prada Agus
Ludi Wartono meskipun dilakukan kurang lebih
pukul 17.00 Wib, harus diartikan lebih luas yang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsi
militer. In casu Terdakwa melakukan perbuatan-
perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan
pembinaan pengenalan/orientasi Tamtama remaja
baru di kesatuan.

Bahwa Judex Facti telah dengan cermat
mempertimbangkan ketidaklayakan Terdakwa
untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit
TNI.
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Bahwa Judex juga telah dengan cermat
mempertimbangkan aspek-aspek tujuan
pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan pemidanaan aquo terhadap Terdakwa
dan bagi kesatuan.

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum
Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan
menurut hukum.

Putusan Judex facti dalam perkara ini tidak
bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi tersebut
dinyatakan ditolak.

Bahwa namun demikian Putusan Pengadilan
Militer Tinggi Il Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-
I1/AD/V11/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang
membatalkan putusan Pengadilan Militer 11-09
Bandung Nomor 51-K/PM 11-09/AD/1V/2018
tanggal 12 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai
kualifikasi tindak pidana.

. Amar Putusan Mahkamah Agung

Menolak permohonan kasasi dari pemohon
Kasasi/Terdakwa RULI SETYA BUDI , Pratu
NRP.31100036661189 tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi Il
Jakarta Nomor 51-K/BDG/PMT-1I/AD/VI1/2018
tanggal 29 Agustus 2018 yang membatalkan
putusan Pengadilan Militer 11-09 Bandung Nomor
51-K/PM 11-09/AD/IV/2018 tanggal 12 Juli 2018
tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana
menjadi “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja
memukul seorang bawahan dan dengan cara lain
menyakitinya yang dilakukan secara bersama-sama
yang mengakibatkan mati.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



PERDATA AGAMA

Nomor 223 K/Ag/2020
Nomor Perkara 223 K/Ag/2020
Para Pihak FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang

Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap;
ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, bertempat tinggal di Perumahan
Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Guyub Beki Basuki, S.H., M.H. dan kawan, para
Advokat, berkantor di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

November 2019;
Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon;
Jenis Perkara Isbat Nikah.
Majelis Hakim : 1. Dr.Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Majelis)

2. Dr.H. A MuktiArto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)
3. Dr.H. Abdul Manaf, M.H. (Hakim Anggota)

Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.

Isbat nikah dengan istri siri yang mempunyai anak.

Panitera Pengganti
Klasifikasi
Kaidah Hukum

Demi kepentingan anak dari isteri siri maka isbat nikah siri dapat disahkan apabila pengajuan

permohonan setelah perceraian dengan isteri pertama.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah
melaksanakan pernikahan secara syar’i pada
tanggal 7 Mei 2017 di Perumahan Bumi Ketapang
Damai Blok 40 Nomor B263 Cilacap-Jateng,
dengan wali nikah Alex Rehattalanit (Ayah kandung
mempelai wanita) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi laki-laki bernama : Suprihadiyono dan Trisno
Arianto bin Susyantrimo, dengan mas kawin berupa
seperangkat alat shalat dan antaraPemohon |
dengan Pemohon Il tidak ada hubungan mahrom
maupun sesusuan;

Bahwa pada saat menikah status Pemohon | sudah
berpisah secara agamadenganistrinyadan sedang
mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan
padasaatinisudah berceraisejak 17 Januari 2019,
kemudian status Pemohon |l adalah perawan;
Bahwa sejak pernikahan secara syar’i, Para
Pemohon sudah melakukan hubungan suami-
istri (ba’da dhukul ) dan mempunyai 2 (dua) orang
anak bernama : Keylan Bagas Rehattalanit, lahir di
Yogyakarta, 19 November 2017, dan Keira Hifza

Rehattalanit lahir di Yogyakarta, 19 November
2018;

Bahwa perkawinan Para Pemohon belum
didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan
dan Para Pemohon bermaksud mendaftarkan
perkawinan menurut undang-undang yang
berlaku, selain itu Para Pemohon kesulitan dalam
mengurus Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta,
sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan
dari Pengadilan Agama Cilacap;

B. Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/
2019/PAClp.

1

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak
dapat diterima;

Membebankan kepada Para Pemohon untuk
membayar biaya perkaraini sebesar Rp236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
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C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Bahwa Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono
(Pemohon) telah bercerai dengan istri pertamanya
padatanggal 17 Januari 2019, kemudian Fajar Dwi
Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) mengajukan
perkara penetapanisbat nikah kepada Judex Facti/
Pengadilan Agama Cilacap padatanggal 7 Oktober
2019. Dengan demikian, keadaan Pemohon dalam
mengajukan perkara tersebut sudah berstatus
duda, oleh karenaitu sudah cukup beralasan apabila
istri pertama Pemohon dimaksud tidak ditarik
sebagai pihak dalam perkara a quo;

Bahwa meskipun status Pemohon masih sebagai
suamidariistri pertamadalam pernikahansiri para
Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono
dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex
Rehattalanit) yang dilangsungkan pada tanggal 7
Mei 2017, akan tetapi pernikahan tersebut telah
memenuhi ketentuan syariat, lagi pula tidak ada
keberatan dari istri pertama terkait pernikahan
tersebut;

Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/
Pengadilan Agama Cilacap harus dibatalkan dan
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara
ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa apabila pernikahan siri dalam
kondisi istri pertama telah bercerai dengan Fajar
Dwi Anggono Bin Suprihadiyono, maka tentu sangat
mengusik rasa keadilan demi kepentingan terbaik
bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan
tersebut yaitu Keylan Bagas, lahir di Yogyakarta
tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza lahir di
Yogyakartatanggal 19 November 2018. Atas dasar
itu, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak
yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka
layak dan adil jika pernikahan tersebut diitsbatkan;
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Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan
oleh para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin
Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit
Binti Alex Rehattalanit) sudah memenuhi syarat
sahnya pernikahan dan untuk kepentingan masa
depan anak-anak maka permohonanitsbat nikah a
quo dapat dikabulkan;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung
Mengadili:

1

Mengabulkan permohonan kasasi dari para
Pemohon Kasasi, 1. FAJAR DWI ANGGONO
BIN SUPRIHADIYONO, 2. ANGGRIANI PUTRI
REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT,
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap
Nomor 430/Pdt.G/ 2019/PA.Clp. tanggal 4
November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal
6 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1.
2.

Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
Menyatakan sah perkawinan Fajar Dwi Anggono
dengan Anggriani Putri Rehattalanit yang
dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk
mencatat perkawinan tersebut pada buku register
Kantor Urusan Agama (KUA);

Menolak permohonan Pemohon selainnya;
Membebankan kepada para Pemohon untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat pertama
sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam
ribu rupiah);

Membebankan kepada para Pemohon Kasasi untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



TATA USAHA NEGARA

Nomor 2 PK/TUN/2020
Nomor Perkara : Nomor 2 PK/TUN/2020
Para Pihak : 1. FuadHasan
2. Abidul Mubdi
Sebagai Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;
Melawan

Kepala Desa Tlogoboyo
Sebagai Tergugat/ Termohon Peninjauan Kembali;

Jenis Perkara : Sengketa Kepegawaian

Majelis Hakim : 1. Dr.H.Yulius,S.H., M.H (Ketua Majelis)
2. H.lsSudaryono, S.H.,M.H (Hakim Anggota)
3. Dr.H.Yosran, S.H., M.Hum (Hakim Anggota)

Panitera Pengganti : Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,M.H
Klasifikasi Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa bertentangan dengan kewenangan atributif.
Kaidah Hukum : Penerbitan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa yang sudah terlebih

dahulu dikonsultasikan kepada Camat merupakan keputusan yang sah.

A. Ringkasan Kasus Posisi

Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap
tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai
Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa,
Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak, tertanggal 12 Maret 2018;

Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad
Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa
Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,
tertanggal 12 Maret 2018;

Bahwa dasar gugatan penggugat adalah Keputusan
Tata Usaha Negara berupa Objek Sengketa yang
diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan
dengan hak yang dimiliki oleh Penggugat secara
sah, bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam hal ini bertentangan
dengan:

a. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa;

b. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa;

c. asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimanayang termaktub dalam penjelasan
Pasal 53 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata
Usaha Ne;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 61/G/2018/PTUN.SMG

Mengadili

I.  Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Il.  Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya;

- Menyatakan batal atau tidak sah:

- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun
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2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai
Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa,
Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak, tertanggal 12 Maret 2018;

- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/2 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad
Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa
Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,
tertanggal 12 Maret 2018;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan
Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa, berupa:

- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/1 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Saudara Taslim sebagai
Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa,
Desa Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak, tertanggal 12 Maret 2018;

- Keputusan Kepala Desa Tlogoboyo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/2 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Saudara Muhammad
Syaifudin Asip sebagai Perangkat Desa dalam
Jabatan Kepala Dusun Gocino Wetan Desa
Tlogoboyo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,
tertanggal 12 Maret 2018;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biayayang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 328.500 (tiga
ratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Putusan Nomor 28/B/2019/PT.TUN.SBY

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding
/ Tergugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor: 61/G/2018/PTUN.
SMG. tanggal 23 Oktober 2018 yang dimohonkan
banding;
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Mengadili Sendiri

Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat
tidak diterima;

Menghukum Terbanding / Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan
yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung
Bahwa secara eksplisit ditegaskan pada Pasal 26
ayat (2) huruf b dan Pasal 49 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan
memberhentikan perangkat desa. Dengan demikian
sumber kewenangan Kepala Desa mengangkat
sekretaris desa bersifat atributif, bukan bersifat
mandat. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
bukan mengatur sumber kewenangan, melainkan
mengenai proses pelaksanaan kewenangan atributif
yang dimiliki oleh Kepala Desa tersebut, sehingga
sebelum Kepala Desa menerbitkan surat keputusan
pengangkatan perangkat desaterlebih dahulu harus
dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
Penafsiran “atas nama bupati” ditujukan untuk
pemberian rekomendasi agar mempercepat waktu
atau mempersingkat proses, karena rekomendasi
tidak perlu lagi dari Bupati, akan tetapi cukup dari
Camat saja;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,
gugatan terhadap Kepala Desa Tlogoboyo,
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak
sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat;
Bahwa walaupun kerjasama antara Tim Pengisian
Pengangkatan Perangkat Desa Tlogoboyo, tidak
dilakukandengan Universitas Indonesia, akan tetapi



langsung dengan Puska Kessos Fisip Universitas
Indonesia tanpa delegasi dari pihak Universitas
Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan
Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos Fisip
Universitas Indonesia sebagai lembaga resmiyang
tercatat di Universitas Indonesia, yang mempunyai
Kajian Ilmu Sosial dan lImu Politik, sehingga dari
aspek prosedur formal memenuhi ketentuan Pasal
20 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;

Bahwa sejak dari awal proses penjaringan dan
penyaringan perjanjian kerjasama tersebut tidak
dipermasalahkan oleh karena Puska Kessos
Fisip Universitas Indonesia berada di bawah
Universitas Indonesia, sehingga sesuai dengan
asas efisiensi dan asas efektifitas sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk
lebih mempercepat dan mempersingkat birokrasi
langkah tersebut dapat dibenarkan sebagaimana
dijelaskan pula oleh ahli di persidangan Dr. Taswim
Tarib, Bc.Im., S.H., M.H., “sepanjang suatu lembaga
melaksanakan kegiatan sesuai dengan tusi (tugas
fungsi), maka dalam melaksanakan kegiatan tidak
perlu izin dari atasan”;

Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pengujian yang
ditugaskan oleh Ketua Pusat Kajian Departemen
llImu Kesejahteraan Sosial FISIP Ul, bekerjasama
dengan Ketua Departemen lImu Kesejahteraan
Sosial FISIP Ul dan bersama dengan Ketua Pusat
Kajian Kesejahteraan Sosial FISIP Ul sekitar tanggal
12 Februari 2018 berkonsultasi secara lisan kepada
Pimpinan Fakultas (Dekan) FISIP Ul berkaitan
permohonan kerjasama Para Tim Pengisian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak
termasuk Desa Tlogoboyo;

Bahwa atas konsultasi lisan tersebut ditindaklanjuti
dengan surat nomor : 130/UN2.F9.D.HKP.05/2018,
Perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama
Untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat
Desa Se-Kabupaten Demak Propinsi Jawa
Tengah, tertanggal 14 Februari 2018 dari Ketua
Departemen lImu Kesejahteraan Sosial kepada
Dekan FISIP Ul;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan,
terbukti penerbitan Keputusan Tata Usaha
Negara objek sengketa sudah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa serta asas-asas
umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu,
Taslim yang memperoleh nilai total 70 sebagai
rangking pertama, dan Pemohon Peninjauan
Kembali / Penggugat Fuad Hasan memperoleh
nilai 47, 7 sebagai rangking kedelapan harus tetap
dipertahankan, sehingga gugatan harus dinyatakan
ditolak;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung
Mengadili

Menolak permohonan peninjauan kembalidari Para
Pemohon Peninjauan Kembali: 1. FUAD HASAN,
dan 2. ABIDUL MUBDI,;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali
membayar biaya perkara pada peninjauan kembali
sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
Rupiah);
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